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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang 
perlu diwujudkan  dalam informasi akuntansi dan penyusunan laporan 
keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan 
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan. 
Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan 
transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna. Kinerja 
Satuan Perangkat Daerah (SKPD) harus di tingkatkan agar menghasilkan 
laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan merupakan 
cerminan untuk mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan 
dengan baik, sehingga pemerintah di haruskan untuk dapat menghasilkan 
laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dalam penelitian 
ini dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan 
keuangan yang terdapat dalam PPRI Nomor 71 tahun 2010. Dimana 
laporan keuangan yang di hasilkan telah memenuhi karakteristik 
kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari:  
1. Relevan  
2. Andal   
3. Dapat Dibandingkan  
4. Dapat di pahami 
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 Menurut PSAK No. 1 Tahun 2015, Laporan keuangan adalah 
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu 
entitas. Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 2015 adalah 
memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan arus 
kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna 
laporan keuangan dalam pembuatan keputusan. 
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 
Tahun 2019 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  yang selanjutnya 
disingkat SAKD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, 
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi 
akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 
lingkungan organisasi Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan dibuat 
untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dipahami dan 
dapat dibandingkan. Begitu juga dengan Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) dimana setiap tahunnya mendapat penilaian dari auditor 
Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemberi 
opini. 
Kurangnya informasi menyebabkan pemerintah tidak mempunyai 
manajerial yang baik. Berdasarkan hasil audit temuan Badan Pemerikasa 
Keuangan (BPK) pada tahun 2016 memberikan pendapat Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Utara, hal ini dikarenakan oleh lemahnya 
pengendalian intern, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 
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dalam rangka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, yaitu antara 
lain : belum tersediannya tenaga akuntansi yang telah memiliki 
kompetensi dalam penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan, 
pejabat pengelolola keuangan SKPD belum maksimal dalam memahami 
tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga terjadi saling lempar 
tanggung jawab antara sesama pejabat pengelola keuangan SKPD. Masih 
rendahnya kualitas penyusunan laporan keuangan dan administrasi 
pengelolaan aset dimasing-masing SKPD.  
Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh 
dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain 
untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga 
golongan tujuan berikut ini: (a) keandalan pelaporan keuangan (b) 
efektivitas dan efesiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan 
peraturan yang berlaku (Abdul halim, 2015 ; edisi 5 jilid 1 ). 
Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah 
. Pengendalian Intern  adalah proses yang integral pada tindakan dan 
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh 
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan. Menurut PPRI No. 60 tahun 2008 Unsur 
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Pengendalian Internal terdiri dari lima unsur sebagai berikut: (a) 
lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan  
pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; serta (e) pemantauan 
pengendalian intern . 
Hubungan antara pengendalian intern pemerintah dengan kualitas 
laporan keuangan daerah adalah Perusahaan atau instansi yang memiliki 
pengendalian intern yang baik akan memiliki tingkat keamanan yang 
tinggi dari kesalahan salah saji. Semakin baik pengendalian intern nya 
maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang di hasilkan. Ini 
dibuktikan oleh Anggraeni Madjham (2011) yang menemukan bahwa 
pengendalian intern berpengaruh terhadap Kualitas laporan Keuangan 
Daerah. Laporan keuangan pemerintah yang disajikan harus berdasarkan 
Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan SAP. 
pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas 
pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 
(Primayana, 2015). Tingkat kualitas suatu laporan keuangan dapat 
ditentukan oleh seberapa baik pengendalian internal dalam perusahaan 
itu sendiri. Jika pengendalian internal tersebut lemah atau rendah maka 
dalam mendeteksi adanya kecurangan dalam suatu proses penyusunan 
laporan keuangan akan sulit sehingga bukti audit yang diperoleh 
perusahaan dari informasi/data akuntansi tidak akan kompeten.  
 Fenomena yang terjadi dalam laporan hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) sepanjang semester I 2016 untuk tahun 
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pelaporan 2015, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih 
banyak laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang belum 
memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dalam LKPD 2015, 
tercatat hanya 58 persen atau 312 LKPD yang memperoleh opini WTP. 
Sementara itu, LKPD lainnya tercatat memperoleh opini lain yaitu Wajar 
dengan Pengecualian (WDP) tercatat ada 187 LKPD, Tidak Menyatakan 
Pendapat (TMP) 30, dan Tidak Wajar (TW) empat LKPD. Badan 
Pemeriksa Keuangan juga mengungkapkan 10.198 temuan yang memuat 
15.568 permasalahan. Sebanyak 51 persen permasalahan adalah 
ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Ketidakpatuhan tersebut berkaitan dengan penyerahan laporan keuangan 
pemerintah daerah yang tidak tepat waktu. 
 Kompetensi sumber daya manusia adalah individu yang memiliki 
kemampuan untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaan yang di 
tekuninya.  Hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan 
kualitas laporan keuangan  adalah Dalam pengelolaan keuangan daerah 
yang baik, pemerintah harus memiliki sumber daya yang kompeten. 
Yang di dukung latar belakang akuntansi. Berdasarkan pengalaman, 
pengetahuan dan kinerja yang di dalaminya. kompetensi sumber daya 
manusia mempengaruhi seberapa bagus kualitas laporan keuangan 
daerah. semakin bagus kompetensi sumber daya manusia nya semakin 
baik pula tingkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Ini 
dibuktikan oleh  As Syifa Nurillah (2014) yang menemukan bahwa 
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Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Masalah kompetensi sumber daya 
manusia menjadi tantangan setiap pegawai bidang keuangan dinas 
daerah Provinsi DIY. Fenomena yang dijumpai masih ditemukan 
kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan 
kompetensi yang dimiiki pegawai. Harus diakui masih ada permasalahan 
yang terjadi dimana staf pengelola keuangan dan penyusunan laporan 
keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan masih kurang 
memiliki keterampilan dalam bidang akuntansi.  
Penelitian ini merupakan replikasi/pengembangan dari penelitian 
sebelumnya yaitu Novtania (2017 yang berjudul Pengaruh Sistem 
Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Penelitian tersebut menyatakan 
bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negativ dan Sistem 
Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan daerah. Penelitian ini menambahkan satu variabel 
independensi yaitu kompetensi sumber daya manusia. Objek dalam 
penelitian ini adalah dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset 
Daerah (DPPKAD). Sehingga penelitian ini berjudul PENGARUH 
SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENGENDALIAN 
INTERN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (Studi 
empiris pada DPPKAD Kabupaten Klaten) 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan? 
2. Apakah Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas laporan 
keuangan? 
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penilitian ini 
digunaka untuk:  
1. Menguji pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap 
kualitas laporan keuangan. 
2. Menguji pengaruh Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan 
keuangan 
3. Menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap 





D. Manfaat Penilitian 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan bahan dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu akuntansi 
terutama mengenai pengungkapan tanggungjawab sosial pemerintah 
bagi peniliti berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi manajemen 
Dijadikan referensi untuk pengambilan kebijakan oleh 
manajemen instansi pemerintah mengenai pengungkapan 
tanggungjawab sosial instansi pemerintah serta dapat 
dijadikan sebagai koreksi untuk meningkatkan kinerja 
manajemen sekaligus memperbaiki kelemahan dan 
kekurangan, 
b. Bagi Pemerintah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagi 
pertimbangan dalam menetukan kebijakan selanjutnya. 
c. Bagi Pembaca 
1) Pembaca dapat mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi 
Keuangan Daerah, Pengendalian Intern Dan Kompetensi 
Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas 
Laporan Keuangan  
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2) pembaca dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan 
pustaka sehingga dapat digunakan sebagai data masukan. 
 
  
